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PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS SEPEDA MOTOR

| DAN KAPAL PESIAR TERMASUK YACHT YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA.
KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
(Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-10/BC/2007 tanggal 11 Mei 2007y, o

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL, - -

Menimbang: - : : :

“a. bahwa dalam.rangka penegakan hukum dan memberikan
rasa keadilan bagi masyarakat luas, akan ditaksanakan
penindakan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku
terhadap barang dengan karakteristik yang mempunyai
nilai ekonomi tinggi berupa sepeda motor dengan kapasitas
silinder di atas 250cc dan Kapal Pesiar termasuk Yacht yang
‘pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean Indone-
sia belum diselesaikan kewajiban pabeannya. :

. bahwa upaya penindakan tsb dimulai dengan pendekatan
fiskal dengan memberi kesempatan kepada para pemilik

barang sebagaimana dimaksud huruf a untuk menyelesaikan -

“kewajiban pabean dengan cara melunasi Bea Masuk dan
Pajak datam rangka impor; "
bahwa berdasarkan persetujuan Presiden Republik Indo-
" ‘'nesia, Menteri Keuangan ménginstruksikan kepada Dirjen
Bea dan Cukai untuk menyiapkan petunjuk pelaksanaan
. dalam rangka penyelesaian kewajiban pabean dengan
_ pendekatan fiskal dalam jangka waktu terbatas; ‘
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud
pada huruf a, b, dan ¢, perlu menetapkan Peraturan Dirjen
" Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian
Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar
termasuk Yacht Yang Pada Saat Pemasukannya ke Dalam
Pabean Indonesia Belum diselesaikan Kewajiban
Pabeannya; . ‘ .

Mengingat:
1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 (BN No. 5806 hal.
' 5B-19B dst) tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995
No. 75, TLN RI No. 3612) sebagaimana telah diubah
-dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 (BN No.
. 7446 hal, 17B-24B dst) (LN RI Tahun 2006 No. 93,
"TLN No. 4661);
Keputusan Menteri Keuangan No. 101/KMK.05/1007
tentang Pemberitahuan Pabean (BN No. 5993 hal. 178-
21B dst), o
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 453/KMK.04/2002 (BN
" No. 6839 hal. 3B-6B) tentang Tatalaksana Kepabeanan
di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 112/ -

KMK.03/2003 (BN No.4895 hal. 3B);

. Surat Menteri Keuangan No.S-167/MK.04/2007 tanggal
19 April- 2007 perihal Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban
Pabean dengan Pendekatan Fiskal Atas Barang Berupa Kapal
Pesiar termasuk Yacht, Motor Besar, Jam Tangan Mewah,
Perhiasan dan Barang-barang Ber-merek Terkenal Lainnya
Yang Pada Saat Pemasukannya ke Dalam Daerah Pabean
Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya;
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Menetapkan: ' : S e

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PABEAN ATAS SEPEDA MOTOR DAN KAPAL PESIAR
TERMASUK YACHT YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE
DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN
KEWAJIBAN PABEANNYA.

= . Pasal 1° : '
(1) Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi
" 250cc dan Kapal Pesiar termasuk Yacht yang pada saat
_pemasukannya ke dalam Daerah Pabean Indonesta belum
diselesaikan kewajiban pabeannya wajib diselesaikan
kewajiban pabeannya.
(2) Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan melunasi bea masuk dan
pajak dalam rangka impor; :

. Pasal 2 :

(1) Pemilik Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi
250cc dan Kapal Pesiar termasuk Yacht atau kuasanya
mengajukan permohonan penyelesaian kewajiban pabean
kepada Dirjen Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis
Kepabeanan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran I Peraturan Dirjen Bea dan Cukai ini dengan
mendapatkan tanda terima.

{2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc dilampiri:

. a. fotokopi identitas pemilik (KTP);

“b. fotokopi NPWP; :
c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 3; . _ o

d. surat pernyataan kepemilikan sesuai dengan contch

yang ditetapkan dalam Lampiran II-a Peraturan Dirjen

Bea dan Cukai ini; dan

surat kuasa, apabila pengurusannya

pihak lain. :

{3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Kapal Pesiar termasuk Yacht dilampiri:

a. identitas pemilik kapal (KTP/Paspor});
. b. fotokopi NPWP; :
¢. identitas kapal antara lain nama kapal, builder certifi-
cate, dan bill of sale yang telah dilegalisasi oleh notaris;
perizinan yang telah diperoieh dari instansi terkait seperti
surat izin berlayar dari Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut; R .

. Berita Acara.Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3; -~ ' :
f, surat pernyataan kepemilikan sesuai dengan contoh

" vyang ditetapkan dalam Lampiran II-b Peraturan Dirfjen
'Bea dan Cukai ini; dan” -

. surat kuasa, apabila pengurusannya
pihak lain. ‘

e. dikuasakan kepada

d.

dikuasakan kepada



g - Pasal. 3
‘(;1')Seb‘c_el_um mengajukan permohonan penyelesaian
. sebdghimana :diniaksud' dalam Pasal 2 ayat (1), pemilik

2B

Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc

dan Kapal Pesiar termasuk Yacht atau kuasanya mengajukan
permohonan pemeriksaan fisik barang kepada:
a. Direktur Teknis Kepabeanan; atau
b. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang terdekat
'/ dengan lokasi barang., .
(2) Hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan 'dalarn Berita acara Pemeriksaan (BAP)

sesuai contoh yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan

.. Dirjen Bea dan Cukai ini. . :

© Pasal 4 ..
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
" {1) diproses sepanjang telah diterima pada tanggal 1 Juni
2007 sampai dengan 31 Desember 2007. !
(2) Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi
.250cc dan Kapal Pesiar termasuk Yacht yang tidak diajukan

pertmohonaiv sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) sampai dengén tanggal 31 Desember 2007 dilakukan
" penindakan sé€suai’ peraturan perundang-undangan -yang
beraku, U ‘ :

‘ Pasal 5 ‘ |
(1)Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) diterbitkan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai -

tentang pemberian izin penyelesaian kewajiban pabean
yang ditandatangani oleh Direkiur Teknis Kepabeanan atas
~ nama Dirjen Bea dan Cukal sesuai contoh sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Dirjen Bea dan
Cukai ini. ‘ ) ‘ o
(2) Dalam Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan klasifikasi, pembebanan impor,
dan nilai pabean serta besarnya bea masuk dan pajak dalam
rangka impor yang wajib dilunasi. :

: Pasal 7

(1)Pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor
dilakukan melalui bank devisa persepsi/pos persepsi.

(2) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-dilakukan
paling lama 60 (enam puiuh) hari terhitung sejak tanggal
Keputusan Dirjen Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud
.dalam Pasal 5 ayat (1). j ’

(3) Apabila sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bea masuk dan pajak
dalam rangka impor yang terutang belum dilunas, dikenakan
bunga sebesar 2% (dua persen) dari bea masuk dan pajak
dalam. rangka: impor setiap bulan, bagian bulan dihitung
satu bulan, dengan pelunasan paling lambat pada tanggal
30 April 2008. ' ‘

(4) Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi
250cc dan Kapal Pesiar termasuk Yacht yang telah
diterbitkan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tidak dilunasi sampai
dengan tanggal 30 April 2008, maka Keputusan Dirjen
Bea dan Cukai yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku
dan penyelesaian lebih lanjut dilakukan dengan penindakan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L Pasal 8 - : -
(1) Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi
250cc yang telah diselesaikan kewajiban pabeannya,
. diterbitkan Formuiir A oleh Kepala KPBC tempat pengajuan
PIB atau pejabat yang ditunjuknya. ,
(2) Pendistribusian Formulir A dilakukan berdasarkan ketentuan
yang berlaku. . _ :

e Pasal 9 . .
Tatacara penyelesaian kewajiban pabean atas Sepeda

" Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc dan Kapal Pesiar

{(3) Penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan

database harga pada Direktorat Jenderal Bea dan.Cukal,
nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Dalam Negeri, atau duta harga lainnya -

yang dapat dipertanggungjawabkan. )

(4) Klasifikasi dan pembebanan impor ditetapkan berdasarkan
Buku Tarif Bea Masuk Indonesia yang berlaku pada saat
penetapan. )

Pasal 6 - . ‘
Pemilik atau kuasanya mengajukan Pemberitahuan

Impor Barang (PIB) secara manual disertai bukti pembayaran

bea masuk dan pajak dalam rangka impor ke Kantor Pelayanan

Bea dan Cukai (KPBC) yang ditunjuk, yaitu:

a. untuk Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi
250cc ke KPBC Medan, KPBC Batam, KPBC Pekan Baru,
KPBC Jakarta, KPBC 'Bandung, KPBC Tanjung Emas, KPBC
Tanjung Perak, KPBC Ngurah Rai, KPBC Balikpapan,. atau
KPBC Makassar; dan . . ' g

b. untuk Kapal Pesiar termasuk Yacht ke KPBC Belawan, KPBC

~ Batam, KPBC Tanjung Priok I, KPBC Tanjung Emas, KPBC
Tanjung Perak, KPBC Benoa, KPBC Balikpapan, KPBC Bitung,
atau KPBC-Makassar. :
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termasuk Yacht adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
V Peraturan Dirjen Bea dan Cukai ini.

‘ : Pasal 10 ! :

Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas silinder
melebihi 250cc yang merupakan hasil rakitan dari beberapa
spare part produsen yang berbeda (modifikasi/ customize)
harus mendapatkan rekomendasi dari Departemen
Perindustrian tentang identifikasi sepeda motor yang
bersangkutan. ‘

Pasal 11

(1)Kepéla KPBC terﬁpat penyelesaian 'kewaj'iban pabean

melaporkan realisasi penyelesaian kewajiban pabean kepada

- Direktur Teknis Kepabeanan setiap bulan. '
(2) Direktur Teknis Kepabeanan melaporkan realisasi
penyelesaian kewajiban pabean kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai i'ni mulai be'rlaku‘ sejak

tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 30 Aprit 2008.

. Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Mei 2007
 DIREKTUR JENDERAL,
. ttd. :
ANWAR SUPRIJADI
NIP. 120050332

Catatan Redaksi:
- Lampiran tidak-diperoleh.

(Y)
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PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG ‘BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ’
(Keputusan Menteri Keuangan No. 174/KMK.02/2007 tanggal 30 Maret 2007)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang: '
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Pemerintah No. 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara
~ Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
bersumber dari kegiatan tertentu, Instansi yang
mempunyai Penerimadn Negara Bukan Pajak dapat
menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu setelah
memperoleh persetujuan Menteri Keuangan;

Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika atas
nama Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2751/M/f
KOMINFO/12/2006 tanggal 18 Desember 2006, periu
mengatur kembali persetujuan penggunaan sebagian dana
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Biaya
Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Biaya Sertifikast dan
Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi dan Biaya Hak
Penggunaan Frekwensi Radio pada Direktorat Jenderal Pos
dan Telekomunikasi sebagaimana telah ditetapkan

bahwa setelah ditakukan peneliitian terhadap surat Sekretaris

sebelumnya dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 300/ .
KMK.06/2001, Keputusan Menteri Keuangan No. 301/ °°

KMK.06/2001 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 304/
KMK.06/2001; -

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

- dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan
Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada
Direktorat Jendera! Pos dan Telekomunikasi, Departemen
Koemunikasi dan Informatika;

Mengingat:
1.

Undang-Undang Mo. 20 Tahun 1997 (BN No. 6017 hal. .

1B-6B) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI

Tahun 1997 No. 43, TLN RI No. 3687);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (BN No. 6913 hal.
16B-20B dst) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun
2003 No. 47, TUN RI No. 4286); :
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 (BN No. 7031 hal.
13B-14B dst} tentang Perbendaharaan Negara (LN RI
Tahun 2004 No. 5, TLN RI No. 4355);
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 (BN No. 6031
hal. 30B-32B) tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan
Negara- Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 No. 57, TLN RI
No. 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No. 52 Tahun 1998 (BN No. 6154 hal. 1B)
(LN RI Tahun 1998 No. 85, TLN RI No. 3760); ‘
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999 (BN No. 6364
hal, 198-20B)tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu
(LN RI Tahun 1999 No. 136, TLN RI No. 3871);
6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 (BN No. 7031
hal. 13B-14B8) tentang Tata Cara Penyampaian Rencana
Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN
RI Tahun 2004 No. 1, TLN RI No.4353);
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2005 (BN No. 7249
hal. 11B-14B)tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
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Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan

Informatika (LN RI Tahun 2005 No. 57, TLN RI No. 4511);
8. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 (BN No. 6794
hal. 3B-12B)tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (LN RI Tahun 2002 No. 73, TLN RI
No. 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden No. 72 Tahun 2004 (BN No. 7124 hal. 2B-3B)
{LN RI Tahun 2004 No. 92, TLN RI No. 4418); .
Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005 (BN No. 7296
hal. 1B), :

, MEMUTUSKAN :
Menetapkan: a -
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN
PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL POS DAN
TELEKOMUNIKASI, DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA. _ : s

PERTAMA: ' *

Menyetujui penggunaan sebagian dana yang berasal
dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal
Pos dan Telekomunikasi- Departemen Komunikasi dan
Informatika sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah

‘No. 28 Tahun 2005 yaitu:

1. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio, paling tinggi sebesar

21,64% (dua puluh satu koma enam puluh empat persen);

Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi paling tinggi

. sebesar 12,31% (dua belas koma tiga puluh satu persen);

3. Biaya Sertifikasi dan Pengujian Alat/Perangkat
Telekomunikasi paling tinggi sebesar 42,55 (empat puluh
dua koma lima puluh [Ima persen}; '

2.

KEDUA: .

. Penggunaan sebagian dana sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan sbb.:

1. Penelitian, pengkajian, dan pengembangan teknologi di
bidang Pos dan Telekomunikasi; b

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka
peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

3. Penyusunan peraturan perundang-undangan, penegakan
hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di
bidang Pos dan Telekomunikasi; :

Investasi berupa pengadaan tanah, gedung, peralatan,
serta sarana dan prasarana lainnya yang berkaitan langsung
dengan bidang Pos dan Telekomunikasi; :

5. . Pemeliharaan dan perbaikan gedung, peralatan, serta sarana
dan prasarana lainnya di bidang Pos dan Telekomunikasi;
Operasional dalam rangka pencapaian dan pelampauan target
Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk mendukung kelancaran
tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.”

2.

KETIGA: . :
Dalam hal penggunaan dana Penerimaan Negara
Bukan Pajak untuk kegiatan investasi pengadaan tanah dan
gedung, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis
dari Menteri Keuangan. . : .

KEEMPAT .....o....

}



48

KEEMPAT: | 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.017/2001

Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tentang Ijin Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara
- felah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Bukan Pajak Yang Berasal Dari Biaya Hak Penyélenggaraan
disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Telekomunikasi Pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi- -
: : Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi;
KELIMA: - 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.017/2001
Dalam Pelaksanaan penyetoran dan penarikan tentang Ijin Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan
sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Biaya Sertifikasi
dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Instansi pengguna dan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Pada
berkoordinasi dengan Direktorat Jen-deral Anggaran dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi-Departemen

Perhubungan dan Telekomunikasi;

Direktorat Jenderat Perbendaharaan. :
) 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.017/2001

KEENAM: - ’ tentang Ijin Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara

Instansi pengguna yang telah mendapatkan Bukan Pajak Yang Berasal Dari Biaya Hak Penggunaan Frekwensi
persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Radio Pada Direktorat. Jenderal Pos dan Telekomunikasi-
Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi; :

wajib menyampaikan laporan setiap triwulan mengenai seluruh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
penerimaan dan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan ’
Pajak kepada Direktur Jenderal Anggaran cq. Direktur KESEMBILAN : .

Penerimaan Negara Bukan Pajak. ‘ Keputusan Menteri Keuangan ini mulai-berlaku sejak
L tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung
KETUJUH: ‘ ' sejak tanggal 1 .Januari 2007. SR
’ Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara ) ‘
Bukan .Pajak yang telah mendapatkan persetujuan . Ditetapkan di Jakarta
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sewaktu- pada tanggal 30 Maret 2007
waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan. _ . MENTERI lijUANGAN,
. : . o ttd.
KEDELAPAN : . " SRI MULYANI INDRAWATI ~
. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ' : o o '
ini: : (Y)
PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN
TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI .
(Keputusan Presiden RI No. 10 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007) _
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. tugas Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
. . yang belum terselesaikan selanjutnya dilakukan oleh
Menimbang: ’ Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI dan Badan
a. bahwa Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sesuai tugas
yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 11 Tahun dan fungsinya masing-masing; :
2005 berakhir masa tugasnya pada tanggal 2 Mei 2007, b. aset yang selama ini secara langsung dan melekat
b. bahwa sehubungan dengan ha! tsb, dipandang periu digunakan secara fungsional oleh Kepolisian Negara RI,
menetapkan pengakhiran tugas dan pembubaran Tim Kejaksaan Agung RI-dan Badan Pengawasan Keuangan
Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim
penanganan lebih ianjut masalah yang belum selesai Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap
dilaksanakan; o ) dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing
: instansi yang bersangkutan, sedangkan aset lainnya
Mengingat: . dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Kejaksaan

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (BN Agung RI.
No.7137 hal. 1B-7B), : :
‘ : ) - Pasal 3 :

. MEMUTUSKAN :. . Dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Tim
Menetapkan: Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS DAN dimaksud dalam Pasal 1, maka Keputusan Presiden'No. 11
'PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak

-PIDANA KORUPSI, A Pidana Korupsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
' Pasal 1 ' . Pasal 4 :

Mengakhirl tugas dan membubarkan Tim Koordinasi Keputusan Presiden ini mulal berlaku pada tanggal
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl yang dibentuk berdasarkan ~_ ditetapkan. : T
Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005, dengan ucapan terima

kasih kepada para Penasehat dan Anggota Tim Koordinasi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pejabat lainnya atas Ditetapkan di Jakarta
segala'sumbangan pikiran dan tenaga yang telah diberikan. pada tanggal 23 Mei 2007
. ' PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,
Pasal 2 . ‘ : ttd.
Dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Tim DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, maka : {(F) .
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PENGELOLAAN REKENING MILIK -
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA
(Peratu_ran Mentefi Keuangan Nomor 57./PMK.05/20071'tanggal 13 Juni 2007)

MENTERI KEUANGAN,

~ Menimbang: ) )

bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Rekening Milik
Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (BN No. 7031

 hal. 13B-14B dst) tentang Perbendaharaan Negara (I.N
RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355); .
Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (BN Na.
7296 hal. 1B),

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEJANGAN TENTANG PENGELOLAAN
REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/
KANTOR/SATUAN KERJA

~ BABI
KETENTUAN UMUM
' " Pasal 1

Da[am Peraturan Menten Keuangan ini yang
dimaksud dengan :
1. Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan.
2. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat adalah Dlrektur
Jenderal Perbendaharaan.
Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah Kepala
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Kantor/Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/
di lingkungan Kementerian ‘Negara/Lembaga dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
. Rekening Penerimaan adalah rekening pada bank sentral/

3.

"bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk

menampung uang pendapatan Negara dalam rangka
pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian
negaraflembaga. '

Rekening Pengeluaran adalah rekenmg pada bank umum/
kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang
bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan
APBN pada kantor/satuan kerja kementerlan negara/
lembaga.

Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat
penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seiuruh penerimaan negara dan membayar
seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
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8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensicnai dan/atau berdasarkan prinsip
" syariah yang dalam kegiatannya memberskan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.
9. Bank Sentral adalah Bank Indones:a ‘
10.Kantor Pos adalah unit pelaksana teknis penyedia layanan
“jasa pos dan giro serta layanan pihak ketiga lainnya.

BABII
PEMBUKAAN REKENING
Pasal 2
(1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala' Kantor/Satuan Kerja
selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
" dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening
pengeiuaran dengan persetu_luan Bendahara Umum
Negara.
(2)Persetu3uan sebagalmana dnmaksud pada ayat (1}
dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat
dan Kuasa Bendahara Umum Negara. di Daerah.

: Pasal 3
{1) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka rekening -
lainnya setelah mendapat persetu;uan Bendahara Umum
Negara. .
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Negarg Pusat.

. BAB III o o
.PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING
Pasal 4
(1)Permohonan persetujuan pembukaan rekenmg
dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran anggaran di lingkungan kementerian
negara/lembaga disampaikan oleh Menteri/Pimpinan
~ Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara
Umum MNegara, dengan menggunakan formulir
dalam Lampiran I Peraturan Menterl Keuangan ini,
dengan dilampiri:
a. Fotokopi dokumen -pelaksanaan anggaran, dan
b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening,
dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II
Peraturan Menteri Keuangan ini.

‘(2')Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum

Negara berwenang menolak permohonan persetujuan

- pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan
tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3)Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara menggunakan
formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan
ini. °

Pasal 5 .........



Pasal 5

(1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya
di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Bendahara Umum
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara -Pusat, dengan
menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Ketiangan ini, dengan dilampiri Surat Pernyataan
tentang Penggunaan Rekening, ‘dengan menggunakan
formuliy dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan
ini. ;

(2)Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum
Negara Pusat berwenang menolak permohonan
persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila
permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat

- menggunakan formuiir dalam Lampiran III Peraturan
Menteri Keuangan ini. .

Pasal 6 . ,

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan

Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
wajib melampirkan persetujuan tertulis dari Bendahara Umum
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai persyaratan
dalam membuka rekening pada Bank Sentral/Bank Umum/
Kantor Pos. ' *

BAB IV
PENUTUPAN REKENING
. Pasal 7
(1) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara/
Kuasa Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan
penutupan’ danfatau pemindahbukuan sebagian atau

6B

Pasal 9 ‘

(1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal

3 harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran

pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/

Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan dengan

menggunakan formulir dalam Lampiran V Peraturan’
Menteri Keuangan ini.

* (2)Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

wajib disampaikan kepada Bendahara Umum Negara/
Kuasa Bendahara Umum Negara setiap akhir semester.

- Pasal 10 .
Berdasarkan Daftar Rekening sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I), KPPN menggabungkan

seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana °

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ke Rekening Kas
Umum Negara. )

{(2)Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/
Satuan kerja yang sudah tidak digunakan sesuai
dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh .
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan
Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas
Umum Negara.

(3)Penytupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan
kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum
Negara. :

BAB V
PELAPORAN
Pasal 8
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan
Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran wajib mefaporkan rekening sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada Bendahara Umum Negara/
Kuasa Bendahara Umum Negara, dengan menggunakan
formulir dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keudngan ini;
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tangga! pembukaan
rekening. ; :
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daftar rekening seluruh 'Kantor/Satuan Kerja dengan
menggunakan formulir dalam lampiran V Peraturan Menteri
Keuangan ini, dan dilampirkan pada Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara
KPPN setiap akhir semester.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11 -

(1)Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan
rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya
Peraturan Menteri Keuangan ini harus dimintakan
persetujuan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa
Bendahara Umum Negara dengan menggunakan
formulir dalam Lampiran VI Peraturan Menteri
Keuangan ini.

(2)Bendahara Umum. Negara/Kuasa Bendahara Umum
-Negara dapat menyetujui atau menolak permohonan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Surat persetujuan atau penolakan Bendzhara Umum
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara menggunakan -
formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan
ini. ‘

(4)Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 12
Rekening sebagaimana dimaksud dalar Pasal 11 ayat

(1) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal

BAB VII
PENUTUP
: Pasal 13 .
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tang gal 13 Juni 2007
MENTERI KEUANGAN
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI

[BERSAMBUNG]
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PENERTIBAN REKENING P'EMERII.\!TAH

PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK. 05/2007 tanggal 13 Juni- 2007)

MENTERI KEUANGAN ,

Menimbang :

a. bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening
pemerintah;

. bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan
pelaksanaan penerimaan dan atau pengeluaran di lingkungan

Kementerian Negara/Lembaga yang: bersangkutan setelah -

memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara;

bahwa dalam rangka pengelolaan kas, Menteri Keuangan

selaku Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan
pemindahbukuan dan/ atau penutupan rekening

sebagaimana dimaksud pada huruf b;

bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan {BPK) RI terhadap Laporan Keuvangan

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004, Tahun 2005, dan

Tahun 2006 telah ditemukan rekening-rekening

pemerintah yang tidak dilaporkan dalam LKPP;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penertiban Rekening
Pemerintah Pada Kementerian Negara/lLembaga;

Menginga t :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (BN No. 6913
hal. 16B-20B dst) tentang Keuangan Negara (LN RI
Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286);

13B-14B dst) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI
Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (BN No. 7120
hal. 1B-6B) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tzhun 2004
Nomor 66, TLN RI Nomor 4400);

. Instruksi PreSIden Nomor 4 Tahun 2000 (BN No. 6480

~ hal. 23B) tentang Penertiban Rekening Departemen/
Lembaga Pemerintah Non Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 (BN No. 6794

hal. 3B-12B) tentang Pedoman Pelaksanaan Ahggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (BN
No. 7124 hal. 2B-38} (LN RI Tahun 2004 Nomor 92,
TLN RI Nomor 4418);

7296 hal. 1B);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: . -
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERTIBAN
REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/
LEMBAGA.

! BAB L
KETENTUAN UMUM .°
~ Pasal 1 .
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud
dengan:

1. Rekening adalah rekening milik Kementenan Negara/
Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.- -
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (BN No. 7031 hal.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (BN No.

2. Bendahara Penerlmaan adalah orang yang ditunjuk untuk

. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara
dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja
kementerian negara/lembaga.

. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
‘menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada
kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

. Kantor/Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/
di lingkungan kementerian negara/lembaga dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

BABII
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Penertiban rekening dilaksanakan terhadap seluruh

" rekening di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/
~Satuan kerja yang telah ada sebelum dltetapkannya Peraturan

Menteri Keuangan ini.

BAB II1
TAHAPAN EVALUASI REKENING
Pasal 3
Evaluasi terhadap rekening sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dilakukan dengan tahapan:

" 1. Identifikasi keberadaan dan kepemilikan rekening.

2. Verifikasi rekening mencakup dasar hukum dan tujuan
~ pembukaan rekening, jenis rekening, sumber dana
‘rekening, nomor rekening, mutasi terakhir, nama bank dan

‘nama pejabat yang melakukan pembukaan rekening.

Pengelompokan rekening, antara lain:

a. Rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran; .

. Rekening penampungan sementara;

. Rekening penampungan dana jaminan;

. Rekening penampungan dana titipan;

. Rekening sumbangan dan penerimaan fain-lain;
Rekening penampungan dana dukungan pelayanan
khusus yang bersifat permanen;

. Rekenlng yang tidak Jelas

SO0 T

[{=}

"BAB IV -
PENYELESAIAN PENERTIBAN REKENING
- Pasal4
Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, ditetapkan penyelesaian penertiban sebagai berikut:

1. Rekening ietap dipertahankan, apabila digunakan untuk opera-

sional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran

Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

Rekening dipertahankan sementara untuk ditutup pada

saat semua kegiatan telah diselesaikan, apabila rekening

tersebut adalah rekening penampungan sementara;

3. Rekening dipertahankan dan cukup diungkapkan pada
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/
Satuan Kerja, apabila rekening tersebut kepemilikannya
ada pada pihak ke tiga, namun pencalrannya memerlukan
ijin Menteri/Pimpinan Lembaga;

4. Rekening.........
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4. Rekening dialihkan menjadi rekening Perhitungan Fihak (2} Tim Penertiban Rekening melaksanakan evaluasi. rekening

Ketiga {PFK) yang berada dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan menetapkan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila rekening penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
tersebut dipergunakan untuk menampung dana - (3)Tim Penertiban Rekening menyampaikan laporan secara
titipan yang dapat dtca|rkan tanpa melalui prosedur berkala kepada Menteri Keuangan.
normatif APBN;

5. Rekening dlpertahankan sementara untuk dlailhkan ke - ‘ BAB VI
Badan Layanan Umum (BLUY), apabila rekening tersebut h PENUTUP
untuk menampung dana dukungan pelayanan khusus yang . : Pasal 7
bersifat permanen; Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada

6. Rekening ditutup dan saldonya disetorkan ke Rekening tanggal ditetapkan.
Kas Umum Negara, apabila rekening tersebut dapat . . .
dipastikan dimillki oleh kementerian negaraflembaga dan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

tidak didapatkan alasan yang cukup untuk mempertahankan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam
keberadaannya; dan/ atau Berita Negarcl Republik Indonesia. .
7. Rekening yang tidak jelas, dilakukan penelitian lebih lanjut/
investigasi untuk memastikan kepemilikannya. Ditetapkan di Jakarta
" pada tanggal 13 Juni 2007
_ BAB V MENTERI KEUANGAN
TIM PENERTIBAN REKENING ' ‘ ttd :
Pasal 5  SRI MULYANI INDRAWATI
(1)Dalam rangka penertiban rekening, Menteri Keuangan . ‘
- membentuk Tim Penertiban Rekening. . (H) .

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN DAN DELEGASI- REPUBLIK INDONESIA
- DALAM KONFERENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK PERUBAHAN IKLIM
' (Keputusan Presiden RI No. 13 Tahun 2007 tanggal 8 Jurii 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (BN No. 6066 hal.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, . 14B-208B dst) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
' : (LN RI Tahun 1997 No. 68, TLN RI No. 3699);
Memmbang L
a.” bahwa sebagai pelaksanaan Konvensi Kerangka Kerja MEMUTU S KAN :

Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai Perubahan Iklim Menetapkan:

yang telah disahkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun -~ KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL
1994 (BN No. 5609 hal. 1B-68 dst), Pemerintah Indo- PENYELENGGARAAN DAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
"nesia telah diberi kepercayaan menjadi tuan rumah DALAM KONFERENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
penyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa UNTUK PERUBAHAN TKLIM.

untuk Perubahan Iklim;

b. bahwa sehubungan dengan hal tsb, Pemerintah Indone- ' Pasal 1 '
sia mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan : Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim
Iklim yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 3 yang selanjutnya dalam Keputusan Preqden ini disebut Panitia

1

sampai dengan 14 Desember 2007; Na5|onal
¢. bahwa untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan
penyelenggaraan konferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
huruf b, dipandang perlu' membentuk Panitia Nasional Panitia Nasional mempunyai tugas:
Penyelenggaraan dan Delegasi Republik Indonesia dalam 1. Menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Konferensi
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Tklim, di Bali
. Iklim; pada tanggal 3 sampai dengan 14 Desember 2007;
‘ 2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan-
Mengingat: pertemuan persiapan yang berkaiten dengan penyelenggaraan
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun konferensi sebagalmana dimaksud pada angka 1.
1945 (BN No. 7137 hal. 1B-78B); 4
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 (BN No. 5609 . . Pasal 3 '
hal. 1B-6B dst} tentang Pengesahan United Nations Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Framework Convention on Climate Change (Konvensi dalam Pasal 2, Panitia Nasional dapat mengikutsertakan,
. Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa menge- bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai instansi
- nai Perubahan Iklim} (LN RI Tahun 1994 No. 42, TLN Pemerintah, organisasi internasianal, ‘Lembaga Swadaya
RI No. 3557); Masyarakat, dan pihak lain yang dlanggap perlu, - 7

-—
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Pasal 4
Susunan keanggotaan Panitia Nasional adalah sbb.:

a.Ketua : 1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
. 2. Menteri Luar Negeri;
b. Ketua Pelak-
sana Harian . ¢ Staf Khusus Menter] Negara Lingkungan
. - Hidup Bidang Permasalahan Lingkungan
Internasional dan Kemitraan; .
¢. Sekretaris : Gekretaris Menteri Negara ngkungan

. Hidup;
d. Bidang Substansi F
1) Ketua Bidang : Deputi IIT Menteri Negara Lingkungan
: Hidup;
2) Wakil Ketua s k
Bidang : Direktur Jenderal Multilateral,
Departemen Luar Negeri;
. Bidang Dukungan
Umum : ‘
1} Ketua Bidang : Deputi VI Menteri Negara Lingkungan
L Hidup;
2) Wakil Ketua
Bidang : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler,
" Departemen Luar Negeri;
f. Bidang Dukungan Strategis:

Ketua Bidang : Staf Khusus Menteri Negara ngkungan
Lembaga dan.Program Khusus.

Pasal 5
Panitia Nasional datam melaksanakan tugasnya
berkoordinasi dengan Sekretaris Eksekutif Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Konvens Perubahan
Ikiim.

Pasal 6
(i)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional
memperhatikan arahan dari Panitia Pengarah yang terdiri
dari:
_ a. Menteri Koordinator Bidang Kese]ahteraan Rakyat;
b. Menteri Koordinator Bidang Pohttk Hukum, dan
Keamanan;
. Menteri Koordinator Bidang Perekonomlan
. Menteri Kelautan dan Perikanan;
. Menteri Kehutanan;
Menteri Pertanian;
. Menteri ‘Perindustrian;
. Menteri Perhubungan;
Menteri Energl dan Sumber Daya Mineral;
Menteri Dalam Negeri;
. Menteri Keuangan;
Menteri Perdagangan;
.Menteri- Kebudayaan dan Pariwisata;
. Menteri Komunikasi dan Informatika;

oo g—FY-TTOo OO0

Kepala BAPPENAS;
. Menteri Negara Riset- dan Teknologi;
. Menteri Sekretaris Negara;
Sekretaris Kabinet;
. Kepala Kepolisian Negara RI;
. Kepala Badan Intelijen Negara;
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. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/",

u. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
v. Gubernur Provinsi Bali.

(2)Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas memberikan arahan kepada Panitia Nasional.
{3)Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

bertindak sebagai koordinator Panitia Pengarah.

Pasal 7
{(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua
Panitia Nasional dapat membentuk Panitia Penyelenggara.
(2)Susunan organisasi dan keanggotaan Panitia
Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hldup selaku
Ketua Panitia Nasional.

Pasal 8
(1)Ketua Panitia Nasional menyampalkan Iaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasmnal
kepada Presiden.
(2)Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan palmg
fambat tanggal 31 Desember 2007

- Pasal 9
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan
tugas Panitia Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007 serta dana dari pihak-
pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Pasal 10

(1)Dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim,
dibentuk Delegasi Republik Indonesia yang bertugas
mewakili Pemerintah Republik Indonesra dalam konferensi
dimaksud.

(2) Delegasi Republik Indonesia sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim.

(3)Susunan keanggotaan Delegasi Republik Indonesia
" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri Negara Lingkurigan Hldup selaku Ketua Panitia
Nasional.

" Pasal 11 .
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi
pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri

‘Negara Lingkungan Hidup selaku Ketua Panitia Nasmnal

Pasal 12
Keputusan Pre5|den ini mulal berlaku pada tanggal .
ditetapkan. o

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 3uni 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
‘ oo thd. '
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(F)
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PELIMPAHAN WEWENANG ‘PENERBITAN SURAT KUASA UMUM- PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN .
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
(Peraturan Menteri Keuangan No. 42/PMK.05/2007 tanggal 23 April 2007)

MENTERI KEUANGAN, -

Menimbang: . ‘

a. bahwa untuk penyaluran pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB} dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan'{BPHTB), Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara (BUN) atau pejabat yang diberi kuasa menunjuk bank urum
menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

b. bahwa dalam rangka mempercepat penyaluran pembagian hasil
penerimaan PBB dan BPHTE kepada yang berhak, dipandang periu

_melimpahkan kewenangan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN
di daerah untuk menerbitkan Surat Kuasa Urmum (SKU) kepada
" Bank/Kantor Pos Operasional III PBB dan BPHTB;

c.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum
Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara; ‘

Mengingat: )
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 (BN No. 4300 hal. 5B8-13B)
tentang Pajak Bumni dan Bangunan (LN RI Tahun 1985 No. 68, TLN
RI No.3312) sebagaimana telah diubah-dengan Undang-Undang
No. 12 Tahun 1994 (BN No. 5638 hal. 1B8-3B} (LN Ri Tahun 1994
. No. 62, TLN RI No. 3569}; .o :
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 (BN No. 6019 hal. 18-108)
. tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (LN RI
Tahun 1997 No. 44, TLN RI No, 3688) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 (BN Ne. 6514 hal.

18-6B} (LN RI Tahun 2000 No. 130, TLN RI No. 3988);

3.. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 (BN No. 6661 hal. 1B-78)
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi DI Aceh sebagai Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (LN RI Tahun 2001 No. 114, TLN RI
No. 4134); : :

4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (BN No. 6913 hal. 168-

. 20B dst) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 No. 47,
TLN RI No. 4286); oo .

5. Undang-Undang No. 1 Takun 2004 (BN No. 7031 hal. 13B-148
_dst) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 5,
TLN RI No. 4355); :

6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 (BN Ne. 7120 hal. 1B-6B)
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (LN RI Tahun 2004 No. 66, TLN RI No. 4400);

7. Undang-Undang No. 33.Tahun 2004 (BN No. 7194 hal. 95-128
dst) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (LN R Tahun 2004 No. 126, TLN RI No. 4438);

8. Peraturan Pemerintah No..16 Tahun 2000 (BN No. 6447 hal. 88)

tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN RI Tahun 2000 No. 36);

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 4 Tahun 2002
tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 (BN No. 6794 hal. 38-
12B) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (LN RI Tahun 2002 No, 73, TLN RI No. 4212)
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.72 Tahun
2004 (BN No. 7124 al, 28-38) (LN RI Tahun 2004 No. 92, TLN
RI No. 4418); - =~ . = P

11. Keputusan Presiden No.20/P Tahun 2005 (BN No. 7296 hal. 18);

12. Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.06/2005 tentang Bagan
Perkiraan Standar; ‘ :

~ 13. Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 (BN No. 7265

hal. 48-98) tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat; :
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14. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 (BN No. 7338
hal. 198-21B)tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; .

15. Peraturan Menteri Keuangan Ne. 131/PMK.01/2006 tentang Orga-
nisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

16. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.01/2006 tentang Crga-
nisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Dirgketorat Jenderal
Perbendaharaan; : :

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: : .
PERATURAN MENTERT KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG -~
PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUML DANBANGUNAN DAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA.

. Pasal' 1 : :

(1) Melimpahkan wewenang kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di
daerah untuk menerbitkan SKU kepada Bank/Kantor Pos
Operasional 1! PBB dan BPHTB.

(2) Bentuk SKU-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Menteri
Keuangan ini. ‘ :

(3) Bentuk SKU-BPHTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Menteri

_ Keuangan ini. '

{4) Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bentuk SKU-
PBB adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan
Menteri Keuangan ini.

{5) Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bentuk SKU-
BPHTB adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan
Menteri Keuangan ini. ‘ :

Pasal 2
SKU sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diterbitkan sefiap
permulaan tahun anggaran atau apabila terjadi pergantian pejabat
yang berwenang dan berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3 '

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka
peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.03/2005 (pﬂNo.?;ZZ?hal.
7B) tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama .
dan Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.03/2005 (BN No.7229
fhal. 2B)tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum
Pajek Bumi dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. B

Pasal 4 L
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai beriaku pada tanggal
ditetapkan.

AQar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya
dalam-Berita Negara Republik Indonesia. : :

" Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2007

: MENTERI KEUANGAN,

: -ttd. - -
SRI MULYANI INDRAWATI .
Catatan Redaksi: ‘

- Lampiran tidak diperoleh.
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